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ABSTRAK

CATATAN

. - bahwa sehubungan dengan kekayaan awal Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi,

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan berwenang menetapkan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum dan untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum atas setiap
pelaksanaan penetapan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, memerlukan
pengaturan mengenai tata cara penetapan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 12 tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.158, TLN 5336); PP 4 tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.16, TLN
5500); Perpres 28 tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Ini diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam negeri yang: memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima
puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa atau secara bersama-sama
dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah
50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa, ditetapkan
memiliki pengendalian langsung terhadap BULN Nonbursa (BULN Nonbursa terkendali langsung).
Wajib Pajak tersebut ditetapkan memperoleh Deemed Dividend atas penyertaan modal langsung
pada BULN Nonbursa terkendali langsung tersebut.

2. Saat diperolehnya Deemed Dividend atas penyertaan modal langsung Wajib Pajak dalam negeri
pada BULN Nonbursa terkendali langsung ditetapkan pada akhir bulan keempat setelah
berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan  tahunan pajak
penghasilan bagi BULN Nonbursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan.

3. Besarnya Deemed Dividend dihitung dengan cara mengalikan persentase penyertaan modal
Wajib Pajak dalam negeri pada BULN Nonbursa terkendali langsung dengan dasar pengenaan
Deemed Dividend. Adapun Dasar pengenaan Deemed Dividend yaitu laba setelah pajak BULN
Nonbursa terkendali langsung

4. Wajib Pajak dalam negeri dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau
dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung pada Tahun Pajak
dibayarnya atau dipotongnya pajak penghasilan tersebut.

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli

2017



